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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan: 1) dasar pembentukan sanksi kebiri pada 

pelaku kekerasan seksual terhadap anak; dan 2) keberadaan sanksi kebiri dalam kebijakan 

hukum pidana. Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif/doktrinal, yaitu 

tipe penelitian menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), asas hukum dan 

doktrin-doktrin sebagai kajiannya. Objek penelitian ini ialah hukum yang dikonsepkan 

sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga 

yang berwenang, dalam bentuk Undang-Undang tentang perlindungan anak dari tindak 

pidana kekerasan seksual (pedofilia). Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu 

untuk menggambarkan tentang hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak 

(pedofilia) berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.  

Hasill penelitianl memperlihatkanl bahwal 1)l hukuml kebiril kimia l (chemicall castration)l terhadapl 

pelaku l tindak l pidanal pedofilial kepadal anak-anak l menurut l hukuml pidana l Indonesial sudahl  

mencakup l unsurl yang l terdapat l padal suatul hukuman, l  yaitu:l  sebagail upaya l pembalasanl (reverenge)l 

atasl perbuatanl melanggarl  hukuml  danl  ketentuanl  yangl  sudahl dibuat l ataul ditetapkan. l Penetapanl  

Sanksil kebiril yang l diterapkanl dalaml Undang-Undang l Nomorl 17l Tahunl 2016l Tentangl  

Perlindunganl Anakl bertujuanl untukl menjagal kemaslahatanl masyarakat l Indonesial daril pelakul  

pedofilia l danl memberil efek l jeral kepadal pelakul sertal bentukl pertanggungjawabanl hukuml bagil  

pelaku l tindak l pidanal pedofilia. l Pihakl kontral atasl pelaksanaanl sanksil kebiril kimial umumnyal  

berargumentasil  bahwal  hall tersebut l bertentanganl denganl prinsip-prinsip l HAMl jugal berpotensil  

konflik l denganl Kodel Etikl Profesil Kedokteran;l danl 2)l saat l inil kebiril telahl menjadil produkl undang-

undangl  yangl  baru,l tentunya l dalaml  kebijakanl hukuml  pidanal  dikenall  denganl  kebijakanl denganl  

pembentukan, l kebijakanl penegakan, l kebijakanl pelaksanaan. l sementaral penulisanl penelitianl inil  

hanya l terbatasl padal kajianl kebijakanl keberadaanl pembentukanl  undang-undangl semata. 

 

Kata kunci: hukuman kebiri, kekerasan seksual dan undang-undang Perlindungan 

Anak 
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 ABSTRACT  

  

The purpose of this study is to explain: 1) the basis for the formation of castration sanctions 

on perpetrators of sexual violence against children; and 2) the existence of castration 

sanctions in criminal law policies. This research is included in the type of 

normative/doctrinal legal research, namely the type of research using a statute approach, 

legal principles and doctrines as the study. The object of this research is the law which is 

conceptualized as what is written in the laws and regulations made by the authorized 

institution, in the form of a law concerning the protection of children from the crime of sexual 

violence (pedophilia). The specification of this research is analytical descriptive, which is to 

describe the castration punishment for perpetrators of sexual violence against children 

(pedophilia) based on the Child Protection Act. 

Thel results l of l thel studyl showl thatl 1)l thel lawl of l chemicall castrationl againstl perpetratorsl of l criminall  

actsl of l pedophilial tol  children l accordingl tol  Indonesianl criminall  lawl alreadyl  includesl elementsl  

containedl inl al punishment, l namely:l asl anl effortl tol retaliatel (reverenge)l forl violatingl thel lawl andl  

thel provisionsl  stipulatedl inl  thel law.l  already l createdl orl defined.l Thel stipulationl of l castrationl  

sanctionsl implementedl inl Lawl Numberl 17 l of l 2016l concerningl Child l Protectionl aimsl tol protectl the l 

benefitl of l thel Indonesianl people l froml pedophilel perpetratorsl and l provide l al deterrentl effectl tol 

perpetratorsl asl welll asl al forml of l legall responsibilityl forl pedophilel criminals. l Thel contral on l thel  

implementationl of l chemicall castration l sanctionsl generallyl arguel  thatl itl  isl  contraryl  tol human l  

rightsl principlesl and l hasl the l potentiall tol conflictl with l thel Code l of l Ethicsl forl thel Medicall 

Profession;l andl 2)l currently l castration l hasl becomel al productl of l al newl law, l of l coursel inl criminall  

lawl policyl itl isl knownl asl policyl withl formation, l enforcementl policy,l implementationl policy.l whilel  

thel writingl of l       thisresearch is only limited to the study of policies on the existence of the 

formation of laws. 
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